PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan status

kesehatan hewan serta mutu genetik dan produksi ternak di Kota Padang
Panjang, perlu dilaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Hewan dan
Inseminasi Buatan (IB) secara baik dan profesional oleh UPTD Pusat
Kesehatan Hewan Kota Padang Panjang;

. bahwa dalam rangka menutup sebagian atau seluruh dari biaya pemberian

pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipungut retribusi
kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan tersebut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2824);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan

dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2797);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3 101);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2006 Nomor 8 Seri E.4);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota
Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008
Nomor 12 Seri E.3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Menetapkan

dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN (IB) TERHADAP
TERNAK DI KOTA PADANG PANJANG
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang
Panjang.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
Panjang.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Kota Padang Panjang.

Petugas adalah unsur pelaksana pelayanan kesehatan hewan dan
inseminasi buatan, baik medis veteriner maupun paramedis veteriner.
Inseminasi Buatan yang disingkat IB adalah cara pengembangbiakan/
perkawinan dengan teknologi terapan dengan memasukkan semen beku
(sperma) ke dalam alat reproduksi ternak betina yang sedang birahi
memakai peralatan tambahan dengan bantuan petugas.

Pelayanan Kesehatan Hewan adalah tindakan yang dilakukan untuk
pengobatan hewan sakit dengan pemberian obat-obatan.

Pelayanan Inseminasi Buatan adalah pelaksanaan Inseminasi Buatan pada
ternak betina yang positif birahinya.

Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik dipelihara maupun
yang di habitat alam.

Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai
penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil
ikutannya yang terkait dengan pertanian.
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Hewan sakit adalah hewan yang mempunyai kondisi satu atau beberapa organ
tubuhnya secara fisiologis bekerja tidak normal.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah jasa atau fasilitas yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
yang bertujuan meningkatkan mutu ternak.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan
hewan dan inseminasi buatan.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPAORD,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data
Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat
disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap ternak yang mendapat
pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan dalam rangka
pengembangbiakan dan peningkatan mutu ternak.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi
buatan yang meliputi :

inseminasi buatan (IB);

pemeriksaan kebuntingan (PKb);

kebidanan;

kemajiran;

pengobatan;

bedah;

vaksinasi; dan

rawat inap.

TR0 a0 P

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kesehatan hewan dan
inseminasi buatan terhadap ternak milik Pemerintah Daerah dalam
rangka program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang ternaknya
memanfaatkan pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan tempat
pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan diberikan.



BABV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 7
Pemungutan retribusi ditugaskan kepada UPTD Pusat Kesehatan Hewan
pada Dinas Pertanian.
BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memberikan pelayanan seimbang dengan
perolehan keuntungan yang layak diterima oleh pengusaha sejenis yang
berorientasi pada harga pasar.
BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, jumlah dan tempat
pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah sebagai berikut :
a. Dalam Kota Padang Panjang

Jasa Sarana P
No Jenis Pelayanan dan Obat- Pelayanan Tariffekor
obatan (Rp)
(Rp) (Rp)
I | Hewan Besar
1. Inseminasi Buatan (IB) 27.000,- 18.000,- 45.000,-
2. Pemeriksaan 21.000,- 14.000,- 35.000,-
Kebuntingan (PKb)
3. Kebidanan
a. Normal 30.000,- 20.000,- 50.000,-
b. Distokia 48.000,- 32.000,- 80.000,-
c. Retensio 48.000,- 32.000,- 80.000,-
d. Prolapsus Uteri 48.000,- 32.000,- 80.000,-
4. Kemajiran :
a. Sepul/Cuci Rahim 30.000,- 20.000,- 50.000,-
b. Hormonal 36.000,- 24.000,- 60.000,-
5. Pengobatan 27.000,- 18.000,- 45.000,-
L




Ternak Kecil
1. Pengobatan 20.000,- 15.000,- 35.000,-
2. Vaksinasi 20.000,- 15.000,- 35.000,-
I | Hewan
Kecil/Kesayangan/Hobi/
Eksotik
1. Pengobatan 30.000,- 20.000,- 50.000,-
2. Bedah 90.000,- 60.000,- 150.000,-
3. Vaksinasi
a. Lengkap 72.000,- 48.000,- 120.000,-
b. Rabies 30.000,- 20.000,- 50.000,-
4. Rawat Inap (per hari) 15.000,- 10.000,- 25.000,-

b. Luar Kota Padang Panjang

. Jasa Pelayanan | Jasa Petugas | Tarif/ekor
No Jenis Pelayanan
d (Rp) (Rp) (Rp)
1 Hewan Besar
Inseminasi Buatan (IB) 42.000,- 28.000,- 70.000,-
Pemeriksaan Kebuntingan 30.000,- 20.000,- 50.000,-
(PKb)
1. Kebidanan
a. Normal 39.000,- 26.000,- 65.000,-
b. Distokia 57.000,- 38.000,- 95.000,-
c. Retensio 57.000,- 38.000,- 95.000,-
d. Prolapsus Uteri 57.000,- 38.000,- 95.000,-
2. Kemajiran :
a. Sepul/Cuci Rahim 39.000,- 26.000,- 65.000,-
b. Hormonal 45.000,- 30.000,- 75.000,-
3. Pengobatan 45.000,- 30.000,- 75.000,-
BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan kesehatan
hewan dan inseminasi buatan diberikan.
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau
ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.




-10 -
Pasal 12
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.
(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT.
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BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak
atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.
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(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi
yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1'), langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi  dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a.

diterbitkannya Surat Teguran, atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang.

Ditetapkan di : Pad Panjang
pada tanggal  :| fember 2009 M
1% Rmadhanr 1430 H
WALIKOTA P NG PANJANG,
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diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal . feglemter 2009 M
2%} Qamodhan 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

AFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 1¢ SERI C.&
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN (IB)

UMUM

TERHADAP TERNAK DI KOTA PADANG PANJANG

Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta
untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang
diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara
menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB) terhadap Ternak di Kota Padang

Panjang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 . Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1) : Yang dimaksud dengan hewan kecil/kesayangan/hobi/eksotik adalah hewan
peliharaan seperti kucing, anjing dank era.
ayat (2) : Distokia adalah kesulitan dalam melahirkan yang disebabkan oleh ukuran

anak, posisi yang tidak normal atau gangguan pada induk ternak.
Retensio adalah tertahan atau menetapnya plasenta anak pada uterus/rahim
induk, yang seharusnya sudah keluar 2 s/d 8 jam pasca melahirkan
(postpartus).
Prolapsus Uteri adalah keluarnya sebagain atau seluruh organ reproduksi
hewan betina baik pada saat melahirkan atau pasca melahirkan (postpartus)

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 . Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 . Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas






Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
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